
Menimbang 

Mengingat 

BUPATI SANGGAU 

PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI SANGGAU 
NOMOR 13 TAHUN 2016 

TENTANG 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

B U P A T I S A NG G A U, 

: a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan 
pelayanan kepada masyarakat agar lebih efektif dan 
efisien perlu ada Standar Operasional Prosedur 
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di 
Kabupaten Sanggau; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Sanggau tentang Standar 
Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi 
Terpadu Kecamatan di Kabupaten Sanggau; 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang- 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 



5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 
tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 
2010 ten tang Pedoman Pelayanan Administrasi 
Terpadu Kecamatan; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 
2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 22 
Tahun 2007 tentang Pembentukan clan Susunan 
Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten 
Sanggau; 

10.Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 13 
Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan clan 
Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 
Anggaran 2016; 

11. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 21 Tahun 2014 
tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan 
yang menjadi wewenang Bupati kepada Camat 
sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati 
Sanggau Nomor 5 Tahun 2015; 

12.Peraturan Bupati Sanggau Nomor 3 Tahun 2015 
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional 
Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan di 
Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sanggau; 

13.Peraturan Bupati Sanggau Nomor 19 Tahun 2015 
tentang Uraian Tugas Penyelenggara Pelayanan 
Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten 
Sanggau; 

14.Peraturan Bupati Sanggau Namer 37 Tahun 2015 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan clan 
Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 
Anggaran 2016; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN 
OPERASIONAL 
ADMINISTRASI 
DILINGKUNGAN 
SANGGAU 

BUPATI TENTANG 
PROSEDUR 
TERPADU 

PEMERINTAH 

STANDAR 
PELAYANAN 

KECAMATAN 
KABUPATEN 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sanggau. 



3. Bupati adalah Bupati Sanggau. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau. 
5. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh kecamatan berdasarkan peraturan 

daerah atau peraturan Jainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau 
diperbolehkannya seseorang atau badan hukum. 

6. Perizinan adalah kegiatan kecamatan di Kabupaten Sanggau dalam rangka pemberian 
izin kepada orang pribadi atau badan hukum yang dimaksudkan untuk pembinaan, 
pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang serta 
penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu 
guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 

7. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan fasilitas, fiskal dan 
infonnasi mengenai kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundan­ 
undangan. 

8. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten sanggau. 
9. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan diwilayah 

kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pendelegasian 
kewenangan pemerintahan dari Bupati Sanggau untuk menangani sebagian urusan 
otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas pemerintahan umum. 

10. Tim teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja 
perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan 
pelayanan. 

11. lzin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah Perizinan yang 
diberikan oleh Pemerintah Daerah kecuali Bangunan gedung khusus oleh Pemerintah 
kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah/memperluas, 
dan/ a tau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan 
administrasi dan persyaratan teknis berlaku. 

BAB II 
PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN 

Pasal 2 
(1) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan meliputi: 

a. Pelayanan perizinan; dan 
b. Pelayanan non perizinan. 

(2) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pemberian 
untuk bangunan tempat tinggal (non kompleks perumahan) I (satu) lantai dengan 
luas <250m. 

(3) Pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: 
a. Memberikan rekomendasi pindah antar sekolah dalam kecamatan antar 

kecamatan dalam kabupaten (Guru TK, SD dan SDLB); 
b. Memberikan rekomendasi pendirian sekolah negeri/swasta TK, SD, SDLB, SMP, 

SMA dan SMK; 
c. Memberikan rekomendasi membuka/mendirikan kursus-kursus dan PKBM, TBM, 

LEF, PAUD, TPA dan KEJAR; 
d. Memberikan rekomendasi IMB untuk bangunan diluar ketegori untuk bangunan 

tempat tinggal (non komplek perumahan) l (satu) lantai dengan luas <250m; 
e. Memberikan rekomendasi dalam rangka pengumpulan uang/barang dan proposal 

permohonan bantuan/hibah untuk pembangunan bidang kesejahteraan sosial; 
f. Menerbitkan surat keterangan penduduk dan menerbitkan adm.inistrasi 

kependudukan diwilayah kerjanya; 
g. Memberikan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa 

diwilayah kerjanya; 



h. Memberikan ijin cuti bagi kepala desa diwilayah kerjanya; 
1. Memberikan rekomendasi pendirian organisasi/perkumpulan dan sanggar yang 

bernuansa kebudayaan dikecamatan; 
j. Memberikan rekomendasi ten tang lokasi/ tern pat kegiatan usaha/ investasi; 
k. Memberikan rekomendasi usulan penambahan jaringan listrik untuk masyarakat 

diwilayah kerjanya; 
1. Memberikan rekomendasi membuka/mendirikan pasar tradisional swasta. 

Pasal 3 

Jenis pelayanan dikecamatan yang diatur dengan Standar Operasional Prosedur 
sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (3) meliputi: 
a. Pelayanan 1MB Untuk Bangunan Tempat Tinggal (Non Kompleks Perurnahan) 1 (satu) 

lantai dengan < Luas 250 m2; 
b. Pelayanan pemberian rekomendasi IMB untuk bangunan di luar kategori huruf a; 
c. Pelayanan penerbitan aktajual beli/hibah/pembagian hak bersama; 
d. Pelayanan pengesahan/mengetahui surat keterangan waris; 
e. Pelayanan pengesahan/mengetahui berkas usulan pensiun; 
f. Pelayanan surat domisili usaha; 
g. Pelayanan surat keterangan usaha; 
h. Pelayanan surat keterangan pengajuan kredit usaha kecil; 
1. Pelayanan surat dispensasi nikah Islam/ non Islam; 
j. Pelayanan pengesahan/mengetahui surat keterangan belum cukup umur; 
k. Pelayanan pengesahan/mengetahui surat keterangan miskin/tidak mampu; 
1. Pelayanan pengesahan/mengetahui permohonan pemasangan Perusahaan Daerah 

Air Minum/Perusahaan Listrik Negara; 
m. Pelayanan pengesahan/mengetahui surat pindah datang; 
n. Pelayanan pengesahan/mengetahui surat pindah; 
o. Pelayanan surat keterangan pembangunan tower telekomunikasi; 
p. Pelayanan pengesahan/mengetahui surat masuk Tentara Nasional Indonesia/POLRI; 
q. Pelayanan rekomendasi pendirian sekolah negeri/swasta. 
r. Pelayanan rekomendasi pendirian tempat ibadah; 
s. Pelayanan rekomendasi membuka/mendirikan pasar tradisional swasta; 
t. Pelayanan pengesahan/mengetahui surat persetujuan lingkungan; 
u. Pelayanan surat keterangan Kartu Tanda Penduduk Elektronik sementara; 
v. Pelayanan pemberian rekomendasi pengumpulan uang/barang; 
w. Pelayanan pemberian rekomendasi izin keramaian; 
x. Pelayanan pemberian izin cuti bagi kepala desa diwilayah kerjanya. 
y. Pelayanan rekomendasi pendirian organisasi/perkumpulan dan sanggar yang 

bemuansa kebudayaan dikecamatan. 
z. Pelayanan legalisasi pemberian surat keterangan, perizinan dan lain­lain yang 

menjadi kewenangan kecamatan sesuai peraturan perundang­undangan yang 
berlaku. 

Pasal 4 

(1) Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di 
Kabupaten Sanggau terdiri dari: 
a. Dasar hukum; 
b. Persyaratan, mekanisme/ prosedur/ tata cara; 
c. Biaya; dan 
d. Standar waktu penyelesaian pelayanan kecamatan di Kabupaten Sanggau. 



(2) Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan pada ayat 
( I) tersebut terdapat dalam lampiran Peraturan Bupati Sanggau ini. 

BABJII 
PELAPORAN DAN PEMBINAAN 

Bagian Kesatu 
Pelaporan 

Pasal 5 

Camat wajib melaporkan pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 
setiap l [satu) bulan kepada Bupati Sanggau melalui Sekretaris Daerah Kabupaten 
Sanggau. 

Bagian Kedua 
Pembinaan 

Pasal 6 

Bupati melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu 
Kecarnatan. 

BAB IV 
PEMBIAYAAN 

Pasal 7 

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya peraturan ini dibebankan kepada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau. 

BABV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau. 

Ditetapkan di Sanggau 
pada tanggal 4 April 2016 

BUPATI SANGGAU, 
ttd 

PAOLUS HADI 
Diundangkan di Sanggau 
pada tanggal 4 April 2016 
SEKRETARJS DAERAH KABUPATEN SANGGAU 

ttd 
A.L. LEYSANDRI 

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2016 NOMOR 13 

Salinan sesuai den an aslinya 
KEPALA BAGI HUK DAN HAM 
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NIP 19700223 I 99903 I 002 
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